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PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
KEGIATAT,I PENETAPAN RENCANA TATA RUAI{G WLAYAH (RTRW) DAN

RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/KOTA

TAHUN ANGGARAI.I 2023

A, PEIUNJUKUMUM

'1. Organisasi

2. Program

3. Nama Kegiatan

Sifat Kegiatan

Bagian Belanja

Jumlah Biaya Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan

a. Nama

b. Jabatan

Bendahara

a. Nama

b. Jabatan

Lokasi Kegiatan

Tolak ukur indikator

a. Masukan

- Jumlah Dana

- Waktu Pelaksana

b. Keluaran

: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Lanjutan

Belanja Langsung

Rp.200.000.092

Januari s.d. Desember 2023

: J0K0 PRIHANTORO, ST

: Fungsional Penata Ruang Ahli Muda

Rp.200.000.092

Januari s.d. Desember 2023

l. RDTR Pe*otaan Painan :

'1. Laporan Data dan Analisa

2. Laporan Rencana / Maleri Teknis

3. Pembuatan Peta, terdiri dari:

Pembuatan Peta dengan memakai

system/progtrm GIS dengan memakai citra setelit

resolusi tinggi (Quickbird atau WorldView) dan

peta yang dihasilkan (dalam bentuk shp dan pdO

4. Peraturan Kepala Daerah

4.

5.

6.

7.

8.

0

10.

11.

Petunjuk Operasionsl (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetuiuan Substansi, Eyaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Pen€tapan
RRTR KabupateUKota (Penyusunan RDTR Kawasar Perkotaan Pailtall Kecamatan lV Jurai)

Tahan2022

RISING NOFRIANTO

Staf Dinas PUTR

Kabupaten Pesisir Selatan
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c. Hasil 1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Perkotaan Painan.

2. Terlaksananya sidang Lintas Sektor dan

Persetujuan Substansi RDTR Pekotaan Painan

dengan Kementerian ATFI/BPN

3. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah untuk

RDTR Perkotaan Painan.

12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023

sebagai berikut:

Petunjuk Operasional (PO)
sub K;giata; Pelaksanaan Persetuiuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan

RRTR Ikbupaten/Kota (Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan Iv lurai)

Tahun 2022
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Petu!juk Operasional (PO)
Srtb Kegiatan Pelaksanaao Persetuiuar Substansi, Evaluasi, Konsultasi Eyaluasi dall Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota {Penyusulan n,DTR lkwasan Perkotaan Pailan Kecamatar IV Jurai)
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Petutrjuk Operasional (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetuiuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Eyaluasi dao Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota (Penyusunan RDTR lkwasan Perkotaan Pailran Kecamatan lV Jurai)

Tahun2022

0

0
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Pctunjuk Operasioual (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan P€rsetuiuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabnpaten/Kota (Penyusunan R.DTR l(awasan Perkotaan Paihan Keormatafl Iylurai)

Tahw2022
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B. PETUNJUK KHUSUS

I. TUJUAN :

a. Sebagai pedoman administrasi kegiatan dan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan .

b. Acuan bagi PPTK dan KPA dalam penyelenggaraan kegiatan .

2. STRUKTURORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATA},I
PELAKSAT{AAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, ryALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PEI,IETAPAN

RRTR KABUPATEN/KOTA PEilYUSUNAN RDTR)

TAHUN ANGGARAN 2023
:============================:====

0 o 0 2.13r 950

225.OrA.1aZ (26.071.5$)

K.&Dn6 Pria, Sd.,r -- -..-. ... . .-.-, -. ....-.-

xcp.l. Dinar Fdc.j!.n Lrnm Dao ftna!..n Ru.ng

O€UTRA SVAMSUI{ARDiII, SI,M,M
NrP r97201or19r01r@r

KEPATA DINAS PUTR

DEVITRA S SI, MM

PENANGGUNGJAWAB PROGRAAA

/PENGGUNA ANGGARAN

KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN
DAN PEI.APOIAN

KEPAI.A BIDANG IATA RUANG
FIONNA ,lllRZAL, S.I., M.St.

FUNGSIONAI. UMUM PADA
DINAS PUIR

PPK

BENDAHARA PENGEI.UARAN
PENANGGUNG JAWAB KEGIAIAN/KUASA

PENGGUNA ANGGARAN

TUNGSIONAT PENAIA RUANG AHI.I MUDA
JOKO PRIHANIORO, ST

Petunjuk Operasioral (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan PeEetuiuan Slrbstansi, Evaluasi, Konsultasi Eealuasi da! Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota (Penyusunan R.DTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan lVlurai)

Tahun 2022
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PEJABAI PETAKSANA TEKNIS KEGIATAN
( PPTK )

SEKRETARIAI PETAKSANA TEKNIS KEGIATAN

STAf BIDANG TATA RUANG

3. DASAR HUKUI'

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 472b),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5490);

3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20'14 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik tndonesia

Tahun 20'14 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5603);

5, Undang-Undang Nomor '11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6573);

Peturjuk Operasiotral (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetuiuan Substansi, evaluasi, Konsultasi Evaluasl dan Penetapan
RRTR KabupatenlKota [Pen]'usunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan IV Jurai)

Tahun2022
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6633);

8. Penaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1j Tahun

2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan penerbitan persetujuan

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata

Ruang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 7 Tahun 201i tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten pesisir

Selatan Tahun 2010-2030.

10. Peraluran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angganan 2023;

11. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor i3'l rahun 2022 tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

4. TUGAS DAil TANGGUNG JAWAB

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas

masing - masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai b€rikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adarah pengguna Anggaran (Kepara opD) yang bertaggung jawab

alas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup opD dengan tugas sebagai berikut:

l Melakukan koordinasi pelaksanaan program-progmm pembangunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian

atas pelaksanaan program / kegiatan.

Petunjuk Operasiotral (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetuiuan Substansl Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota (Peryusunar RDTR l(awasan Perkotaan Painan Kecamatan IV Jurai)

Tahun2022
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3. Memberikan arahan dan petuniuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya yano ada

bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan progam dan kegiatan yang terdapat

pada DPA - OPD tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Mempertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen kansaksi kas

paling lambat 'l x 3 bulan.

6. Menandatangani Surat Pemyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

7. Menandatangani SPM.

8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.

9. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OpD yang

dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.

12. Melaksanakan tugas{ugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan

kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiahn

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Bidang Tata

Ruang), bertugas membantu Penanggung iawab program melakukan koordinasi dan manajemen

dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-oPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana

sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakkan tugas yang dilimpahkan dengan

pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensidan pertimbangan lainnya.

2. Pelimpahan kewenangan tenebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul

Kepala 0PD.

c. Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan (PPTK )

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ppTK) adalah Kasubag atau Staf yang memenuhi syarat

sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai

berikut :

1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan .

2 Melaporkanpe*embanganpelaksanaankegiatan.

3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegaiatan.

Petunjuk Operasional (PO)
Sub Kegiatan Pelaksaraan Persetuiuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupat€n/Kota {Penyusunan RDTR Kawasar Perkotaan Palna[ Kecamatan lV Jurai]

Tahun 2O22
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d. Pejabat Penahusahaan Keuangan (PPK )

Peiabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) adalah peiabat yang diangkat / ditetapkan oleh Kepala

OPD yang bertanggung lawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada oPD, dengan tugas sebagai bedkut :

1 Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang / Jasa yang sampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran dan diketahui / disetului oleh PPTK.

2 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan pNS, serh

penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3 Melakukan verifikasi SPP.

4 Menyiapkan SPM.

5 Melakukan verifikasi dan penerimaan

6 Melaksanakan akuntansi oPD

7 Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

'I Menyiapkan SPP-UP/GUfrU dan LS

2 Menyerahkan uang kepada PprK sesuai persetujuan pengguna Anggaran dan dicatat pada

Buku Panjar.

3 Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui pengguna Anggaran

/ Kuasai PPTK Pengguna Angganan.

4 Menerima dan mencek SPJ dari PpTK untuk diteruskan kepada ppK-0pD.

5 Mencatat SPJ yang diterima dari ppTK pada Buku panjar dan Buku Kas Umum.

6 Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya serta meneruskan kepada

PPK.OPD.

7 Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.

8 Membuat dan menandtangani Buku panjar.

9 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi pengeluaran,

10 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi pengeluaran.

11 Menandatangani Register penutupan Kas.

12 Menyiapkan sPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran melalui ppK-OpD.

Petunjuk OperasioEl (PO)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetuiuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupate[/Kota [Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaa[ Painan Kecamatan IV lurai)

Tahun2022
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Demikian Petunjuk Operasional (P0) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang bedaku

KU

Di setujui oleh:

Pengguna Anggaran Peja

Di ketahui oleh:

An. Bupati Pesisir Selatan

Di buat oleh:

bat Pelaksana Teknis Kegiatan

NI 97809232009021003

NA
NIP. 1 152006042021

Kepala D Umum dan Penataan Ruang

q

AI,
OA PET l,qr nulri

4

.9

NIP. 19720101 199701 1001

Petunjuk Operasioml (P0)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persctuiuatr Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota {Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaal Pairatr Kecamatan IV Jurai)

Tahun 2022

-1

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN P ENA TAAN RUAN G Page 12


